
 

 

 
 

 
 

PROVINSI BANTEN 
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG 

NOMOR 50 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH 
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  

DI KOTA TANGERANG TAHUN AJARAN 2018/2019  

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

Pjs.WALIKOTA TANGERANG, 

 
Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan 

pendidikan formal dasar dan menengah yaitu taman 

kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah 

pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, 
transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan 
akses layanan pendidikan;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Tangerang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah 

Menengah Pertama Di Kota Tangerang Tahun Ajaran 
2018/2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4301); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 
955); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 
Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 
Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat; 

9. Peraturan  Daerah  Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2007 Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); 

11. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang ( Berita Daerah 

Kota Tangerang Tahun 206 Nomor 58); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENERIMAAN 

PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH 

DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA 
TANGERANG TAHUN AJARAN 2018/2019.  

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian Umum 

Pasal 1 



 

  Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur  

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang; 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Tangerang. 

6. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang 

dikembangkan. 

7. Surat Keterangan Hasil Ujian adalah surat keterangan yang 

berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah 

yang selanjutnya disingkat SKHUN pada jenjang SD/MI; 

8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang 

menyatakan bahwa seseorang Calon Peserta Didik telah 

menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan 

setelah lulus Ujian Sekolah Berstandar Nasional. 

9. Program paket A adalah program pendidikan pada jalur 

pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam 

kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara 

dengan SD. 

10. Daftar Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional Paket A 

selanjutnya disebut DNUSBN Paket A adalah daftar nilai 

ujian nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar 

setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang 

diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SD. 

11. Tahun Ijazah atau dokumen legal adalah ijazah atau 

dokumen legal yang dimiliki oleh lulusan Sekolah Dasar 

atau lulusan Paket A tahun 2016 atau sebelumnya. 

12. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut calon, 

adalah yang memenuhi syarat, mempunyai kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenis/jenjang sekolah 

dan struktur persekolahan yang berlaku. 

13. Calon peserta didik adalah peserta yang akan mengikuti 

seleksi PPDB SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Tangerang. 

14. Calon peserta dari luar Kota Tangerang adalah calon peserta 

yang berdomisili berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

dan Kartu Keluarga (KK) di luar Kota Tangerang. 

15. Pilihan Sekolah adalah sekolah yang dipilih oleh Calon 

Peserta Didik Baru melalui sistem on-line yang meliputi SMP 

Negeri di Kota Tangerang. 



16. Prestasi adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi 

bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan 

sertifikat. 

17. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Daring 

(online) adalah tatacara PPDB dengan menggunakan sistem 

jaringan terpadu memanfaatkan teknologi informatika, 

menggunakan database melalui komputerisasi yang 

dirancang secara otomatis meliputi Pendaftaran, Proses 

Seleksi, Pengumuman Hasil Penerimaan dan Pendaftaran 

Ulang. 

18. Personal Indentification Number (PIN) adalah kode khusus 

yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada siswa kelas VI 

SD yang digunakan untuk mengikuti PPDB online. 

19. Pola Seleksi adalah model, cara dan tahapan untuk 

menentukan calon peserta didik baru yang dapat diterima 

berdasarkan penilaian atas persyaratan dan kriteria 

tertentu. 

20. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru secara 

online yang diperuntukan bagi warga Kota Tangerang 

berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan. 

21. Jarak tempat tinggal ke sekolah adalah kesesuaian antara 

domisili calon peserta didik dengan RT, RW, Kelurahan, 

Kecamatan lokasi sekolah. 

22. NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas 

kependudukan yang ada di Kartu Keluarga (KK) atau 

tercatat di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil). 

23. Warga Kota Tangerang adalah warga yang  memiliki KTP 

atau Surat Keterangan dan KK yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.   

24. Pendaftar dari luar Kota Tangerang adalah calon peserta 

didik warga di luar Kota Tangerang. 

25. Daya Tampung adalah jumlah peserta didik baru yang 

diterima oleh satuan pendidikan. 

 
 
Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 2 

 

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru 

berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa 
diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan 
pendidikan. 

 

 

 

 



BAB II 

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

Bagian Kesatu 

Pelaksanaan 

Pasal 3 

 

(1)   PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring 

(daring/online). 

(2)   Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota 

Tangerang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2018. 

(3)   Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota 

Tangerang wajib mengumumkan secara terbuka proses 

pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait 

persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan 

rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta 

didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun 

media lainnya. 

 

Bagian Kedua 

Persyaratan 

Pasal 4 

 

Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah : 

a.   berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk 
kelompok A; dan 

b.   berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk 
kelompok B. 

 

Pasal 5 

 

(1)  Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau 

bentuk lain yang sederajat : 

a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun 

wajib diterima sebagai peserta didik; dan 

b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) 

tahun pada tanggal 1 Juli 2018.  

(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan 

bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan 

istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan 

dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 

(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaiman dimaksud pada 

ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh 

dewan guru Sekolah. 

(4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai 

dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan 
rombongan belajar dalam Peraturan yang berlaku. 


